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Program Pengampunan Pgjak untuk jangka pendek maupun jangka panjang dapat meningkatkan penerimaan
perpajakan yang digunakan untuk membiayai anggaran pembelanjaan negara. Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak pada pasal 15 tidak hanya mengenai pemungutan uang tebusan
atas harta yang diungkap dalam program Pengampunan Pajak, tetapi juga mengharuskan Wajib Pajak yang
telah mengakui dan menebus tebusan atas harta tidak bergerak dalam program Pengampunan Pajak untuk
melakukan baliknama atas harta tersebut menjadi atas nama Wajib Pgjak. Namun belum terdapat pengaturan
konkrit terhadap prosedur penerapan, termasuk biaya perpajakan dan biaya lainnya, lembaga hukum
pengalihan hak atas tanah nominee yang pajaknyatelah ditebus dalam program Pengampunan Pajak tersebut
beserta peran Notaris dan/atau PPAT dalam proses pengalihan haknya.Penelitian inidilakukan menggunakan
metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian kepustakaan (library research) terhadap data sekunder di
bidang hukum. Dalam pengolahan, analisa, dan konstruksi datanya dilakukan secara kualitatif. Tipologi
penelitian yang dilakukan ialah deskriptif-analitis untuk mencapai solusi.Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa prosedur pengalihan hak atas tanah yang telah diakui dan ditebus pajaknya dalam
program Pengampunan Pajak ini harus diklasifikasi dahulu menjadi dua kategori, yaitu pertamayang
kepemilikkan tanah secara nominee-nyaterjadi karena suatu perjanjian pendahuluan pemindahan hak antara
pihak pemilik lama dan pemilik baru, dan kedua yang terjadi karena pemakaian nama seorang nominee
dalam pendaftaran pengalihan hak atas tanah sebelumnya. Untuk kategori pertama, Akta PPAT yang dibuat
disesuaikan dengan perjanjian pendahuluan antara para pihak, sedangkan untuk kategori kedua dibuatkan
Akta Hibah.

...... Tax Amnesty programs in both the short and long term can increase tax revenues that is used to finance
the state expenditure budget. Law Number 11 Y ear 2016 on Tax Amnesty in Article 15 is not only about the
collection of taxes on the property admitted in the Tax Amnesty program, but also requires the Taxpayer
who has admitted and redeemed the ransom of immovable property in the Tax Amnesty program to transfer
the rights on such property on behalf of the Taxpayer. However, there are no concrete arrangements to
implement procedures, including taxes and other costs, on transferring nominee land rights whose taxes
have been redeemed in the program along with the role of Notary and / or PPAT in the process of
transferring their rights. Research related to the problem has been done using normative juridical research
method that is through library research of secondary datain field of law. In the processing, analysis, and
construction data is done qualitatively. Typology of the research conducted is descriptive-analytical to
achieve solution problem. From the results of the authors' research, it was concluded that the procedure for
transferring land rights that have been admitted and redeemed in this Tax Amnesty program should be
classified into two categories, first of which is nominee land ownership due to a preliminary agreement of
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transfer of rights between the old owner And the new owner, and the second of which occurred due to the
usage of the name of anominee in the registration of the previous transfer of land rights. For the first
category, the PPAT Deed is made in accordance with the preliminary agreement between the parties, while
for the second category a Grant Deed is made.



